
 

 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR 
NOMOR 13 TAHUN 2013 

TENTANG 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR 
 NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 BUPATI BANJAR,  

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Pajak 

Hiburan dan Pajak Restoran serta pelaksanaan pengalihan 
kewenangan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, 

Maka perlu untuk melakukan Perubahan Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 
03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 

Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209);  

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4189); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438; 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049; 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5145); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996  tentang Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3643); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3696); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang 
Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

Karena Waris dan Hibah Wasiat ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 213, Tambahan Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4030);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang 
Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

Karena Pemberian Hak Pengelolaan             (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4031);   

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4855); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala 

Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak  (Lembaran 
Negara      Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   

5179); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengeloalan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman  Pengeloalan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan 
Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 

Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 18); 
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 

tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar     (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 
Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjar Nomor 03); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 

dan 

BUPATI BANJAR 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 03 TAHUN 

2011 TENTANG PAJAK DAERAH. 
 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03  
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 
2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03) 

diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan dalam Bagian Kedua Pajak Restoran Paragraf 1 objek Pajak Pasal 8 
ayat 3 diubah sehingga berbunyi  sebagai berikut: 

 

Pasal 8 
 

(3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Pasal ini adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang 
nilai penjualannya kurang dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus 

ribu rupiah) perbulan. 
 
2. Ketentuan dalam Bagian Kesepuluh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan Paragraf 1 Pasal 51 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 51 

 

(2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar 
Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 
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3. Ketentuan dalam Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 54 

 
(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan untuk NJOP 

sampai dengan 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 

0,1 % (nol koma satu persen). 

(2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan untuk NJOP diatas 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma 
dua persen). 

   

4. Ketentuan dalam Bagian Kesebelas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan Paragraf 3 Pasal 61 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi 
sebagi berikut : 

 
Pasal 61 

 
(4) besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar 

Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 

(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima 
orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan 
pemberian hibah wasiat, termasuk suami/isteri, Nilai Perolehan Objek 
Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah). 

5. Ketentuan dalam Bagian Kesatu tata Cara Pemungutan Pasal 72 ayat (2) 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 72 

(2) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut : 

a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Penerangan Jalan; 
e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

f. Pajak Parkir; 
g. Pajak Sarang Burung Walet, dan; 
h. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

 
6. Ketentuan dalam Pasal 99 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 99 

(5) Hasil denda berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) disetorkan ke Kas Negara. 

7. Ketentuan dalam Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 106 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar. 
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Pasal II

Peratnran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januaf,r2OI4.

Agar setiap orang mengetahuirya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daeratr ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten
Banjar.

Ditetaplcn di Martapura

A'
2J Desenber 2O1 i

BANJAR,

KHAIRUL SALEH

Diundangl€n di Martap'rra
pada tanggd 27 Deeenber 2aB

SEKRETARIS DAE IGBUP1}9N BANJAR,

H. NASRUN SYAH

I'LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 20L3 NOMOR 1)


